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ABSTRACT

Corruption is an Extraordinary Crime does not only incur losses to the States financially but
also violate people’s social and economic rights therefore the eradication is conducted
ectraordinarily. Establishment of Corruption Eradication Commission (KPK) as a special
institution uses an extraordinary law enforcement and different authority with the Criminal
Procedure Code, especially in confiscation. However, the rules about the confiscation is often
get report because there is no limitation of it. The method that used in this research is legally
normative. In addition, the purpose of this research is to review and conduct legal analysis
on KPN'’s authority in conducting the confiscation of the corruption criminal act that incur
losses to the States financially and scope of the confiscation itself.
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ABSTRAK

Korupsi merupakan Extra Ordinary Crime, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi
juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga
pemberantasan korupsi dilakukan secara luar biasa. Pembentukan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) sebagai Lembaga khusus menggunakan metode penegakan hukum secara luar
biasa serta kewenangan yang berbeda dengan KUHAP, khususnya pada penyitaan. Namun
ketentuan penyitaan tersebut seringkali mendapat laporan dikarenakan tidak adanya batasan
dalam pelaksanaan penyitaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
yuridis normatif. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan melakukan analisis
hukum bagaimana kewenangan KPK dalam pelaksanaan penyitaan tindak pidana korupsi
yang merugikan keuangan negara serta Ruang lingkup dalam penyitaan tersebut.
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